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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat 
dan sumber utama bagi kelangsungan hidup dalam mencapai kemakmuran rakyat. Tanah 
juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan 
pembangunan suatu bangsa. Peningkatan volume pembangunan dalam suatu negara, 
mengikis pentingnya tanah untuk pertanian. Pertambahan penduduk yang memerlukan areal 
yang luas, mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persediaan tanah.  
The most advanced form of capitalist agriculture 1900 th, heavily capitalized 
enterprises owned by the biggest landowners, and by banks and companies, that used 
substantial volumes of migrant-labour or even dispensed with labaour to a very large 
degree.
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Pembangunan nasional harus disandarkan pada potensi nasional berupa melimpahnya 
sumber kekayaan alam dan tenaga produktif manusia Indonesia. Potensi itulah yang 
kongkret menggerakkan roda perekonomian bangsa Indonesia. Hubungan manusia dengan 
alat produksi (kekayaan alam/agraria) harus diatur negara sesuai konstitusi Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ( UUD 1945 ) dan Undang-
undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya disebut UUPA. 
Demokrasi ekonomi harus sejalan dengan demokrasi politik. Tanpa pendistribusian alat 
produksi bagi rakyat yang bersandar pada corak produksi agraris, maka Indonesia kembali 
memposisikan diri kedalam kerapuhan ekonomi. Sebagaimana prinsip Trisakti 
Kemerdekaan Sukarno, Trisakti adalah satu langgam gerak bersama, jika salah satu 
ditiadakan maka tujuan kemerdekaan tidak akan tercapai. Agar tidak menjadi setumpuk 
gagasan belaka, Trisakti mestilah menjadi tindakan konkret mengatasi problem 
kemerdekaan kita. 
Reforma agraria yang pernah dilaksanakan Sukarno pada tahun 1960 melalui 
kelahiran UUPA 1960 adalah salah satu program kebijakan utama sukarno yang konkret 
mewujudkan Trisakti kemerdekaan.Trisakti Kemerdekaan adalah bagaimana jalan 
                                                          
1 Henry Bernstein,Jurnal of Agrarian Change, Vol.13 No.2, © 2013 Blackwell Publishing Ltd, London , 2013, Hal. 310-329. 
kemerdekaan mesti ditempuh dengan sepaket prinsip yang tak terpisah-pisah, baik soal 
ekonomi, politik dan mental kebudayaan. Revolusi ekonomi, politik dan budaya melalui 
satu paket program reforma agraria dapat menghantarkan Indonesia kembali pada posisi 
arah tujuannya, yaitu menuju tatanan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita 
Proklamasi 1945. 
Inti dari reforma agraria adalah landreform
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 yaitu redistribusi kepemilikan dan 
penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung 
oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, 
pemasaran, dan sebagainya. Jadi reforma agraria adalah landreformplus. Di Indonesia 
program landreform meliputi : 
1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. 
2. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai 
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang 
terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara. 
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan 
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian  
6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian 
menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
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Reforma agraria memiliki tujuan yang sejalan dengan perubahan mental bangsa 
dengan merubah susunan masyarakat dari struktur masyarakat warisan feodalisme dan 
kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang lebih merata, demokratis, adil dan sejahtera. 
Tanpa reforma agraria sebagai fondasi maka kita akan terus mengulangi dan melestarikan 
kesalahan masa lalu, yaitu dengan membangun Indonesia di atas kerapuhan dengan 
memaksakan diri membangun kemewahan diatas kemiskinan, kerapuhan dan ketimpangan. 
Jokowi-JK di dalam dokumen resmi visi-misinya secara eksplisit menawarkan 31 
agenda strategis dalam mewujudkan Trisakti Kemerdekaan yang diperas menjadi 9 agenda 
prioritas. Dalam salah satu agenda prioritas tersebut, Jokowi-JK “akan meningkatkan 
kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 
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“Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong landreform dan program 
kepemilikan tanah seluas 9 Juta Ha.” 
Berikutnya, dalam agenda berdaulat dalam politik, Jokowi-JK berkomiten untuk 
mewujudkan sistem dan penegakkan hukum yang berkeadilan, dalam hal itu akan memberi 
penekanan pada, salah satunya dengan “mendorong landreform untuk memperjelas 
kepemilikan dan kemanfaatan tanah dan sumber daya alam melalui penyempurnaan 
terhadap UU Pokok Agraria.  
Konsepsi berdikari dalam bidang ekonomi, Jokowi-JK “akan membangun kedaulatan 
pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan melalui; “komitmen untuk implementasi 
reforma agrarian melalui (a) akses dan aset reform pendistribusian asset terhadap petani 
distribusi hak atas tanah petani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi 
petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta Ha, (b) meningkatnya akses 
petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2.0 
hektar per KK tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan 
Bali.”Agenda reforma agraria Jokowi-JK tersebut patut diapresiasi oleh gerakan pengusung 
reforma agraria sejati sesuai UUPA 1960.
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Pentingnya tanah sebagai sumber kehidupan dan merupakan hal yang esensi bagi 
masyarakat maka terkadang menimbulkan persoalan yang pelik, yang kadang menjadikan 
sengketa yang akhirnya mengakibatkan masyarakat menjadi obyek persoalan, tanah 
khususnya tanah pertanian memegang peranan penting dalam persoalan ini, mengingat 
indonesia sebagai salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi 
sebagai petani. Penduduk Indonesia yang sebagian besar berada di pedesaan mengandalkan 
kehidupanya dari hasil pertanian, ada sebagian penduduk yang mempunyai tanah pertanian 
ada juga yang hanya sebagai petani penggarap, pentingnya lahan pertanian berpengaruh 
kepada jumlah keluasan serta penguasaan tanah pertanian, oleh karena jika petani hanya 
memiliki tanah pertanian kurang dari 2 ha ( hektar ) maka masih dianggap belum memenuhi 
persyaratan kelayakan dalam arti kelayakan untuk menghidupi keluarga dalam arti keluarga 
sejahtera apalagi di era zaman sekarang ini yang serba maju dan modern yang banyak 
menawarkan pilihan kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan primer sampai terseier. 
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  Pemilikan tanah pertanian pada umumnya terjadi secara turun temurun dalam arti 
dimiliki oleh seseorang oleh karena memperoleh dari warisan orang tuanya, akan tetapi 
tidak jarang pula yang diperoleh dengan cara jual beli ,hibah maupun tukar menukar, 
seseorang mempunyai hak atas tanah khususnya tanah pertanian dapat saja oleh karena 
hanya untuk sekedar investasi atau sebagai sarana tabungan benda tidak bergerak dilain 
pihak ada juga kemilikan tanah pertanian akan digunakan dan dirubah alih fungsi tanah 
tersebut menjadi pekarangan yang selanjutnya akan di buat perumahan untuk di 
perjualbelikan sebagai sarana bisnis, tetapi masih banyak yang dilakukan di masyarakat 
khususnya di pedesan kepemilikan tanah pertanian dipergunakan sebagai sarana pertanian 
sebagai sumber penghidupan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dalam arti sebagai 
penopang kehidupan. 
Kepemilikan tanah pertanian sebagai sarana penopang penghidupan ini biasanya 
diperoleh secara warisan yang umumnya dari harta peninggalan orang tuanya yang diwaris 
oleh ahli waris atau anak-anaknya, dalam hal perolehan hak atas tanah pertanian tersebut 
secara pasif bukan secara aktif akan berbeda dengan perolehan secara jual beli yang 
perolehan hak atas tanah pertanian tersebut dilakukan secara aktif, pewarisan pada dasarnya 
akan secara langsung beralih kepada ahli waris tanpa diusahakan atau dengan cara 
pembelian, penerimaan tersebut akan diterimakan secara langsung ke ahli waris yang berhak 
menerima kecuali suatu sebab tertentu yang menghalangi sesorang mendapatkan hak 
warisnya. 
Masyarakat modern sekarang ini tidak hanya bertumpu pada penghidupan dari lahan 
pertanian melainkan banyak yang sudah menggantungkan hidupnya dari usaha selain 
pertanian misalnya Dagang, Pegawai Negeri Sipil, Dosen, dan lain sebagainya apalagi bagi 
mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan bernasib bagus sehingga bisa bekerja secara 
mapan di luar negeri misalnya di Kedutaan Besar suatu negara atau bahkan menjadi tenaga 
ahli diluar negeri. 
Masyarakat modern seperti tersebut diatas walaupun mereka sudah tidak lagi 
menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian akan tetapi jika orang tua mereka masih 
bertempat tinggal di pedesaan dan masih berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan  
pertanian maka besar kemungkinan mereka masih akan mendapatkan hak bagian waris dari 
orang tuanya tersebut yang berupa tanah pertanian, padahal mereka sudah tidak lagi 
bertempat tinggal di mana tanah pertanian tersebut berada dan mereka pada umumnya sudah 
memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sudah jauh dari obyek tanah berada atau bahkan 
sudah berdomisili di luar negeri. 
Aturan tentang adanya larangan penguasaan tanah pertanian secara absentee inilah yang 
mendorong adanya penilitian ini, dikarenakan pengusaan tanah pertanian secara absentee 
dikwatirkan justru tanah tersebut menjadi terlantar atau kurang produktif sebab pemiliknya 
jauh, masyarakat kadang belum mempunyai pengetahuan apa itu tanah absentee sehingga 
terjadi banyak tanah absentee khususnya tanah pertanian yang diperoleh dari proses 
pewarisan.  
Status tanah absentee yang disandang bagi pemilik tanah pertanian dari proses warisan 
akan menjadi persoalan yang rumit oleh karena kekurangfahaman masyarakat terhadap 
status tersebut dan kebanyakan masyakarat menganggap hal yang sepele dan tidak penting, 
padahal jika kita runut dari peraturan perundangan yang berlaku dan mengatur tentang tanah 
absentee jika hal tersebut terjadi maka tanah tersebut akan menjadi obyek landreform yang 
harus dimiliki atau dikuasai oleh negara dan selanjutnya negara memberikan ganti kerugian 
terhadap obyek tanah landreform 
Seseorang mendapatkan warisan berupa lahan pertanian  yang letaknya di kecamatan 
lain kecuali jika ia pegawai negeri maka didalam waktu satu tahun sejak meninggalnya 
pewaris tanah itu wajib dipindahkannya kepada orang yang bertempat tinggal dikecamatan 
tersebut atau ia sendiri pindah ke kecamatan itu. Sesuai dengan asas umum diatas, maka 
biarpun tidak ada penegasannya kiranya jika penerima waris bertempat tinggal di kecamatan 
yang berbatasan, ia tidak terkena kewajiban itu. Jangka waktu 1 tahun itu dapat 
diperpanjang oleh menteri agraria jika misalnya pembagian warisannya belum selesai sesuai 
dengan ketentuan Pasal 3 C Ayat (1) PP No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan 
Tambahan PP. No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian 
ganti kerugian. 
Pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa,  “ 
Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada 
asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah 
cara-cara pemerasan”. 
Asas ini berarti pemilik tanah pertanian mengerjakan atau mengusahakan sendiri 
tanahnya dan masih diperbolehkan menggunakan tenaga buruh tetapi harus dicegah praktek 
cara-cara pemerasan. Pemberian upah yang terlampau rendah kepada buruh tani yang 
membantu mengerjakan dan mengusahakan tanah yang bersangkutan merupakan     “ 
exploitation de l’homme par l’homme “  merupakan cara pemerasan, yang bertentangan 
dengan cita-cita keadilan.
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Langkah pertama  ke 
arah  pelaksanaan  asas  tersebut,  bahwa  pemilik  tanah  pertanian  wajib  mengerjakan  ata
u  mengusahakannya   sendiri  secara  aktif  maka  diadakan  ketentuan  untuk  menghapuska
n  penguasaan  tanah  pertanian  secara  absentee  atau dalam  bahasa  sunda  : 
“Guntai,”  dengan  dikeluarkannya  peraturan  pelaksana  UUPA  berupa  PP  No. 224 / 
1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan Pemberian Ganti Kerugian jo PP No.41 
/ 1964 tentang  Perubahan  dan  Penambahan  PP No. 224  Tahun  1961. 
Secara  substansi  larangan  pemilikan   tanah  pertanian  secara  absentee  diatur  dalam  pas
al  3  PP  No. 224 / 1961  jo Pasal I PP No. 41 / 1964 tambahan Pasal 3 a sampai dengan 3e. 
Sedang dasar hukumnya adalah Pasal 10 ayat 2 UUPA. 
Pada  pokoknya  dilarang  pemilikan   tanah  pertanian  oleh  pemilik  yang 
bertempat  tinggal  di luar  kecamatan  tempat letak  tanahnya. 
 
Tanah  pertanian  dijelaskan  dalam  Intruksi  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otono
mi  Daerah  dengan  Menteri  Agraria  tanggal  5 Januari  1961  No.  sekra 
9/1/12  sebagai  berikut  “ Tanah  pertanian  ialah  juga  semua  tanah  perkebunan, 
tambak  untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah 
belukar  bekas  ladang  dan  hutan  yang   menjadi  tempat  mata  pencaharian  bagi yang 
berhak”. 6 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
sebagai tugas akhir di Magister Kenotariatan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta 
dengan judul “Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Absentee Bagi Ahli Waris Penerima 
Warisan Tanah Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ( Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 1964, Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961)” 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. 
Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan mempertegas masalah yang akan 
diteliti, sehingga bisa memudahkan dalam pengerjaannya. Adapun beberapa permasalahan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana  Pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian absentee bagi ahli waris 
penerima warisan tanah pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten? 
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian absentee 
bagi ahli waris penerima tanah pertanian di Kantor Pertanahan  Kabupaten Klaten ? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Umum : 
a. Untuk mendiskripsikan tentang Pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian 
absentee bagi ahli waris penerima warisan tanah pertanian di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Klaten; 
b. Untuk  mengetahui kendala yang dihadapai dalam pelaksanaan larangan kepemilikan 
tanah pertanian absentee bagi ahli waris penerima tanah pertanian di Kantor 
Pertanahan  Kabupaten Klaten; 
c. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Agraria, terutama yang 
berkaitan dengan salah satu program landreform; 
2. Tujuan khusus 
a. Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum yang 
didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan–permasalahan yang 
muncul berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan larangan kepemilikan tanah 
pertanian absentee bagi ahli waris penerima tanah pertanian di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Klaten 
b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat PascaSarjana dalam ilmu 
hukum pada Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai dalam penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diperoleh dari penelitian 
tersebut, adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam pelaksanaan 
larangan kepemilikan tanah pertanian absentee bagi ahli waris penerima tanah pertanian di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 
b) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian 
sejenis untuk tahapan berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi 
bagi pemilik tanah absentee supaya dapat melakukan langkah-langkah yang mencerminkan 
budaya mentaati suatu peraturan yang menjadi hukum positif; 
b) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran 
kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk pemerintah sebagai refleksi guna 
mengetahui seberapa efektif pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian absentee bagi 
ahli waris penerima tanah pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 
 
 
